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ABSTRAK
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANGKALAN PINANGKECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
NAMA	:	Yulia Mariani NIM	:	2010090811091
Peran pemerintah desa merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang. Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dalam menjalankan perannya. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Adapun rumusan masalah yaitu, bagaimana peran pemerintah desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori menurut suhardono (2016:38) mengemukakan peran pemerintah desadalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu peran pemerintah desa sebagai fasilisator, peran pemerintah sebagai mobilisator, peran pemerintah sebagai regulator. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat , pengambilan sampel untuk aparatur desa menggunakan teknik sensus sampling dan pengambilan sampel masyarakat penulis menggunakan teknik Purposive Sampling. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket dan wawancara, sedangkan untuk pengolahan data menggunakan pengukuran skala likert.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengaklis berada pada kategori Cukup Baik, dari 70 responden diperoleh skor keseluruhan 2.217 berada pada rentang 1.750–2.450. Adapun faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya peran pemerintah sebagai regulator,peran pemerintah desa sebagai fasilisator. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurangnya peran pemerintah desa sebagai mobilisator. Dalam penyuluhan masyarakatuntuk mengelola sumber daya alam di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
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A. Latar Belakang1

[bookmark: BAB_I_PENDAHULUAN]
BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang atau lembaga yang menjalankannya. Ketika seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka secara langsung seseorang dan lembaga tersebut telah melaksanakan perannya. Peran menentukan apa yang harus dilakukan serta kesempatan apa yang harus diberikan kepada masyarakat-masyarakatnya.
Pembahasan mengenai peran memiliki banyak cabangan displin ilmu, diantaranya adalah peran normatif yang merupakan suatu tindakan atau perlakukan yang dilakukan oleh seseorang dan lembaga yang memiliki dasar dan acuan pada seperangkat norma atau pruduk hukum dan peraturan yang telah sama-sama disepakati dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu keharusan bagi yang terikat untuk menjalankanya.





Pemerintah dalam menjalankan perannya bersifat normatif, artinya segala yang dilaksanakan pemerintah harus patuh dan tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Pemerintah harus bersikap bijaksana dalam menjalankan segala perannya, bukan hanya menjadi suatu kewajiban yang telah tertulis melainkan sebagai bentuk pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakatnya
Sejatinya peran pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, banyak aksi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hifup masyarakatnya. Sebab pemerintah merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat menumbuh kembang dan menyelesaikan segala problematika dalam hidup bernegara.
Pemerintah berperan sebagai pemberi fasilitas (fasilitator) kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyedia sarana prasarana, modal, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan penyuluhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran sebagai (mobilisator) dimana pemerintah memiliki peran dalam mengerakan dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam mendorong pembangunan demi kepentingan bersama. Tidak hanya fasilisator dan mobilisator pemerintah uga memiliki peran sebagai (regulator) dimana pemerintah berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada sehingga tidak terjadi kesejagan sosial.
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Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan serta pemberdayaan kepada seluruh lapisan masyarakatnya. Tujuannya tidak lain agar masyarakat dapat menumbuh kembangkan agar segala potensi yang telah dimiliki sebelumnya menjadi sumber yang dapat memberikan penghasilan yang tentunya berdampak pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan pada negara.
Upaya penaggulangan kemiskinan di indonesia saat ini merupakan salah satu wujud nyata dari program pemberdayaan yang telah dialankan oleh negara ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peran dari pemerintah pusat dalam melaksanakan proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya guna menciptakan kesejahteraan pada individu serta masyarakat baik diperkotaan ataupun dipedesaan, sehingga mampu melakukan perubahan menuju kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahua, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya dari penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa.





Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kekuatan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembanguna. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.
Karena tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Orientasi pembangunan diupayakan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya sebagaimana makna dari otonomi daerah yang diatur dalam penyelenggaraan yang diatur dalam pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan mental, ekonomi, kelembagaan , kerjasama, kekuatan intelektual dan komitemen bersama dalam penerapan prindip- prinsip pemberdayaan.
Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat diperlukan peraturan yang bersentuhan dengan pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenagan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.





Untuk menindaklanjuti undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maka dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten bengkalis Nomor 4 tahun 2008 pasal 12 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi kepala desa pada poin kedua yang berbunyi membina kehidupan masyarakat desa.
Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa membuat kebijakan dalam memberi pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat seperti pemberdayaan yang dilakukan guna menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Maka dari itu dengan undang-undang ini pemerintah dtuntut untuk lebih prima dalam membuat program-program seperti pembinaan dan pelatihan untuk kemajuan masyrakat dan melakukan penyelengaraan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui berbagai pelayanan dan program.
Pemberdayaan desa sebagai mana dinyatakan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ( selanjutnya disebut UU desa), didefinisikan sebagai upaya pemgembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masyarakat dengan meningkatkan pengatahuan, sikap, keterampilan prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.





Dan pada pasal 67 ayat (2) UU Desa juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa pasal 68 ayat 1 UU Desa juga menyebutan pemerintah desa didalam program pengembanan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.
Pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengintifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkannya sumber daya dan potensi ysng dimiliki secara mandiri dengan meningkatksn keterampilan dalam mendesain program pemberdayaan yang dimulai dari tingkatyang paling rendah yaitu desa.
Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurususaha pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempatyang di akui dan





dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.
Pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa,sekretaris desa,perangkat desa dan unsur lainnya merupakan satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat kalangan bawah sebagai seorang kepaladesa, mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam mengemban amanah terhadap masyarakat,yakni salah satunya berkaitan dengan mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk ditumbuk kembangkan kembali (diberdayakan). Dalam kegiatan pemberdayaan ada pihak yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yaitu aparatur pemerintahan yang bertugas dilapangan,seperti perangkat desa dan kepala UPTD (unit pelaksanaan unit daerah).
Peraturan kabupaten bengkalis tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa diatur pada Nomor 11 Taun 2017 pasal 6 ayat 2 bagian d, Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan sebagai berikut:
1. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Didesa Pangkalan Pinang sekurang kurangnya harus menghasilkan masyarakat yang peduli dengan kemiskinan   dan   pelestarian   lingkungan   serta   mampu





mengaktualisasikandirinya sebagian dari upaya penaggulangan kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat kabupaten bengkalis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan namun pada kenyataanya sesuai dengan hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa pemberdayaan masyarakat pada desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan secara umum belum begitu baik hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: Tabel_l.1]Tabel l.1
Jumlah kelompok yang diberdayakan pada desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis

	N0
	Kelompok yang diberdayakan
	Jumlah anggota kelompok

	
	
	Tahun
2021
	Tahun
2022
	Tahun
2023

	1
	Kelompok Tani
	30
	20
	20

	2
	Kelompok Ternak
	20
	20
	18

	3
	Kelompok PKK
	25
	20
	20

	4
	Kelompok Posyandu
	20
	20
	20

	5
	Kelompok Seni Tari Dan Alat Musik
	25
	20
	18

	Jumlah
	120
	100
	96


Sumber data : kantor desa pangkalan pinang


Berdasarkan tabel l.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada kantor desa pangkalan pinang pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021sampai dengan 2023 belum mengalami peningkatan. Hal ini menjadi tanggung jawab besar oleh aparatur desa agar dapat melaksanakan pemberdayaan





masyarakat semaksimal mungkin. Adapun jumlah pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 total pemberdayaan yaitu 120 orang, tahun 2022 total pemberdayaan sebanyak 100 orang, sedangkan pada tahun 2023 total pemberdayaan sebanyak 96 orang.
Berdasarkan hasil wawancara penulisan kepada kasi pemberdayaan masyarakat yang ada pada desa pangkalan pinang yaitu bapak ahmad pada tanggal 17 september 2024 pukul 10:00 sebagai berikut:
Penulis bertanya kepada bapak ahmad apa penyebab tidak meratanya pemberdayaan yang didapatkan oleh masyarakat?”beliau menjawab” penyebab tidak meratanya program tersebut karena adanya program yang dianggap kurang efektif oleh pemerintah serta adanya program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat sehingga sebagian anggaran yang tidak terpakai dialihkan ke program yang lain”.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ketua kelompok peternakan yang ada di desa pangkalan pinang yaitu “bapak alif” pada tanggal 18 september 2024 pukul 11:00 sebagai berikut:
Penulis bertanya kepada bapak alif seberapa penting program dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa pangkalan pinang mengenai pemberdayaan terhadap masyarakat salah satunya kelompok nelayan?





Beliau menjawab “tentu saja penting karna dengan adanya program dan pembinaan ini dapat membantu masyarakatnya dalam meningkatkan wawasan dan memenuhi kebutuhannya.
Untuk lebih rinci mengenai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa pangkalan pinang penulis uraikan dibawah ini.
a. [bookmark: a._Kelompok_Tani]Kelompok Tani

petani dapat didefenisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian memiliki perananan yang sangat penting selain menujang pemunahan kebutuhan pokok, yaitu berperan besar dalam mendongkrak dalam sosial, sektor perekonomian dan perdagangan.
Masyarakat petani didesa pangkalan pinang yang tergabung dalam kelompok tani merupakan masyarakat yang perlu diberdayakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terhadap kelompok pertanian diketahui bahwa anggota dari kelompok tersebut masih belum memaksimalkan program pemberdayaan yang diberikan karena hambatan sikap mental masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya bahwa lahan pertanian dapat dijadikan bahan pencarian utama, juga karena tingkat pendidikan masyarakat akan pentingnya pengembangan aspek





kewirausahaan belum bertumbuh secara nyata dan hal yang paling nyata yaitu karena kurang nya modal dalam menjalankan usaha tersebut.
Selain itu pemunahan perekonomian masyarakat petani dibutuhkan suatu upaya guna mendukung pemberdayaan petani yang ada didesa pangkalan pinang, khususnya desa pangkalan pinang adanya upanya untuk meningkatkan pemberdayaan dalam mensejaterakan masyarakat petani secara menyeluruh.
Adapun hasil observasi penulis dapat dilihat pada gambar dibawah

ini.

[bookmark: Gambar_l.1]Gambar l.1 Memperlihatkan usaha kelompok pertanian
[image: ]
Sumber Data: Hasil observasi penulis tahun 2024

b. [bookmark: b._Kelompok_Ternak]Kelompok Ternak

Salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yaitu program pemberdayaan kelompok ternak. Program pemberdayaan





masyarakat kelompok ternak adalah program yang bergerak dibidang kewirausahaan perternakan untuk mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut.
Program pengembangan kelompok peternak sapi seharusnya dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program khususnya untuk kewirausahaan dan teknis pemeliharaan ternak.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terhadap kelompok peternakan sapi yang ada didesa pangkalan pinang dapat diketahui bahwa pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa pangkalan pinang masih belum memiliki standar pemeliharaan yang baik dan kondisi sapi yang buruk. Sapi sapi ini sering kali hidup dalam keadaan tidak sehat, kondisi seperti ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada sapi, seperti infeksi, penyakit kulit dan masalah reproduksi.
Selain itu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui vaksin yang diberikan oleh pemerintah belum dapat mengatasi permasalah tersebut secara optimal dan sering kali masyarakat harus memberikan vaksin dengan swadaya sendiri. Adapun hasil observasi penulis dapat dilihat dibawah ini.





[bookmark: Gambar_l.2]Gambar l.2
Memperlihatkan kondisi sapi yang dipelihara kelompok ternak
[image: ]
Sumber Data: Hasil obsevasi penulis tahun 2024


c. [bookmark: c._Kelompok_PKK]Kelompok PKK

Desa pangkalan pinang juga terdapat pemberdayaan PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan membuat berbagai olahan, namun kegiatan ini memerlukan kerja keras PKK dan konsisten dalam pengolahan berkelanjutan, baik dalam kualitas maupun kuantitas, walaupun kegiatan PKK ini hasilnya kecil namun sudah dapat membantu pendapatan keluarga.
Dari hasil observasi dan wawancara penulis diketahui bahwa pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, peran PKK di desa pangkalan pinang telah melakukan beberapa gerakan dibidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Disamping itu juga melakukan arisan dan kegiatan pembuatan bunga plastik, selain itu juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dengan





adanya kegiatan PKK ini dapat membantu perekonomian masyarakat desa pangkalan pinang dan menciptakan kebersihan lingkungan sekitar.
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan organisasi perempuan yang ada didesa pangkalan pinang. PKK mempunyai peran penting dalam perkembangannya yaitu untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun kegiatan tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.
[bookmark: Gambar_l.3]Gambar l.3
Kegiatan PKK Gotong-royong di lingkungan Desa Pangkalan Pinang tahun 2023
[image: ]
Sumber Data: Hasil observasi penulis tahun 2024





d. [bookmark: d._Kelompok_Posyandu]Kelompok Posyandu

Desa pangkalan pinang juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Pemberdayaan pada bidang kesehatan dilakukan dengan adanya kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang meliputi kegiatan yang dilakukan yaitu pemberian makanan tambahan PMT untuk balita dan ibu hamil. Kegiatan posyandu ibu hamil dan balita diadakan sebulan sekali dengan adanya penimbangan berat badan dan pemberikan PMT untuk balita dan bumil (ibu hamil). Untuk posyandu lansia kegiatan dilakukan dengan pengecekan kesehatan secara berkela dan kegiatan senam lansia. Adapun kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini . adapun hasil observasi mengenai kegiatan tersebut dapat dilihat dibawah ini.


[bookmark: Gambar_l.4]Gambar l.4
[image: ]Kegiatan Posyandu di Desa Pangkalan Pinang






[image: ]
Sumber Data: Hasil observasi penulis tahun 2024

e. [bookmark: e._Kelompok_seni_tari_dan_alat_musik]Kelompok seni tari dan alat musik

Seni merupakan bagian dari aset bangsa yang sifatnya turun temurun, indonesia mempunyai beragam seni dan budaya lokal. Desa pangkalan pinang adalah salah satu tempat dimana seni budaya dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terhadap kelompok kebudayaan dapat diketahui bahwa kelompok seni dapat dibentuk oleh sekelompok masyarakat atau tokoh yang peduli dan memiliki hobi dibidang seni dan budaya. Terutama menanamkan kecintaan seni kepada anak-anak supaya kesenian tidak luntur.
Meskipun kelompok seni dan kebudayaan sudah lama adanya namun banyak permasalahan yang dihadapi, seperti masih terbatasnya peralatan yang dimiliki dan kelompok seni tersebut banyak belum dikenal masyarakat. Dana yang dimiliki oleh kelompok seni sangat terbatas sehingga menyebabkan keterbatasan untuk mengembangkan kelompok seni budaya, sehingga kostum, peralatan make up dan alat musik (kompang) yang dimilik pun sangat terbatas. Sering kali satu kostum





digunakan untuk berbagai acara, yang kadang-kadang membuat bosan penonton dan pelaku seni sendiri. Dalam suatu acara yang memerlukan kostum dari tempat penyewaan kostum.
Aspek skill pelaku seni kurang dapat berkembang dengan baik. Pelaku seni yang ada didesa pangkalan pinang pada umumnya adalah warga biasa yang mempunyai kemampuan dibidang seni yang diperoleh secara otodidak, sehingga perlu bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan kemampuan agar membuat seni pertujukan yang lebih kreatif. Adapun hasil observasi penulis dapat dilihat dibawah ini.
[bookmark: Gambar_l.5]Gambar l.5 Kebudayaan Seni Musik dan Tari


[image: ]






[image: ]
Sumber Data: Hasil observasi penulis tahun 2024

Adapun mekanisme dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh desa pangkalan pinang yaitu:
1. Menumbuhkan keiginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki kehidupan masyarakat, tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa tidak akan memperoleh perhatian, simpati ataupun partisipasi masyarakat.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian masyarakat untuk melepaskan diri dari hambatan yang dirasakan, agar kemudian masyarakat dapat mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perbaikan dan perubahan yang diharapkan.
3. Mengembangkan kemauan masyarakat untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberi manfaat dan perbaikan keadaan.
4. Peningkatan peran atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan





pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat dan perbaikan kehidupannya.
5. Peningkatan peran dan kesetian pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukan melalui perkembanganya motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Peningkatan kompetensi masyarakat untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.
Dengan kurangnya keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat pada desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis, maka upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Sehingga tingkat kemiskinan tetap meningkat dari tahun ketahun.
Kemiskinan dipandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran adi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan digaris kemiskinan
Untuk mengetahui masyarakat miskin ada beberapa kreteria menurut badan pusat statistik (BPS) antara lain:
1. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu dan kayu murahan
2. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, dan kayu berkualitas rendah serta tembok tanpa diplester.





3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung sungai dan air hujan.
5. Bahan bakar untuk sehari hari adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah.
6. Hanya mengkonsumsi daging, ayam dalam satu kali seminggu.

7. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahuan

8. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari

9. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas

10. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tamat SD.
Untuk lebih jelas perkembangan masyarakat miskin pada desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :
[bookmark: Tabel_l.2]Tabel l.2
Data masyarakat miskin didesa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis

	No
	Dusun
	Jumlah Masyarakat Miskin

	
	
	2022
	2023

	1
	Dusun l
	28
	31

	2
	Dusun ll
	24
	27

	3
	Dusun lll
	20
	25

	
	Jumlah
	72
	83


Sumber data : kantor desa pangkalan pinang tahun 2024





Berdasarkan tabel l.2 dapat dilihat ada peningkatan jumlah masyarakat miskin pada desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis dari tahun 2023 dan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan masih menunjukkan masih rendahnya pengembangan program pemberdayaan masyarakat pada desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis data ini disaikan berdasarkan masyarakat program penerima kelurga harapan (PKH) kementrian sosial republik Indonesia.
Peningkatan jumlah masyarakat miskin menunjukkan bahwa program yang telah disusun yang telah dan dilaksanakan belum bias mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Suatu program baru bisa dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal harus diiringi dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan terhadap sumber daya manusia yang ada baiuk secara individu maupun kelompok.
Pada dasarnya pemerintah desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat, namum pelatihan yanh diberikan belum merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui arti penting pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk dapat dipergunakan secara masksimal demi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.





Berdasarkan peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor 33/permentan/SM.230/7/2016 tentang pedoman pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya merupakan seluruh rangkaian dalam memperkuat kelembagaan pelatihan pertanian swadaya melalui 9(Sembilan) kegiatan antara lain : apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendapingan kelembagaan, pelatihan/permagangan, pengkaderan, penyuluhan, pengembangan teknologi tepat guna dan promosi.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dielaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis “
B. [bookmark: B._Perumusan_masalah]Perumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis menemukan fenomena adanya beberapa kegiatan pemberdayaan yang sudah beralan namun belum maksimal sesuai yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Adapun geala masalah yang penulis temukan sebagai berikut:
1. Masih terdapatnya masyarakat yang belum mendapatkan program pemberdayaan masyarakat di desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.





2. Masih terdapatnya peningkatan jumlah masyarakat miskin, didesa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.
Berdasarkan gejala yang ditemukan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini “ Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis”
C. [bookmark: C._Tujuan_dan_kegunaan_penelitian]Tujuan dan kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pemerintah dalam menigkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat.
2) [bookmark: 2)_Kegunaan_Penelitian]Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kepala Desa untuk meningkatkan pemberdaayaan masyarakat desa pangkalan pinang
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainya yang membahas permasalahan yang sama.





c. Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu administrasi Negara






[bookmark: BAB_II]BAB II TELAAH PUSTAKA25

A. Konsep teori

1. Peran pemerintah

Pemerintah secara etimologi di jelaskan oleh pamudji (2012:22-23) berasal dari kata pemerintah, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata perintah. namun dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata- kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah perkataan yang menyuruh atau memberi arahan melakukan sesuatu kepada seseorang. Pemerintah adalah kekuasaan yangmemerintah suatu Negara. Selanjutnya pengertian pemerintah adalah suatu perbuatan perilaku ataupun tindakan dalam memerintah.
Menurut sedarmayanti (2004:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang beriteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan kegiatan mengenai tugas dan kewajibanny. Dalam kenyataannya, mungkin juga dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.
Menurut soekanto (2014:210), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Adi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menalankan suatu peranan. Lanutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan Hak dan kewaibannya






sesuai dengan kedudukannya maka dia menakankan suatu perananan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:
1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat sesorang dalam masyarakat.
2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.
Peranan menurut aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukan nya maka dia menalankan suatu peranan. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.
Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang prilaku yang patut bagi pemegang abatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilakukan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menalankan suatu peranan.
Dijelaskan oleh Davey (2008:21) bahwa pemerintah memiliki lima fungsi utama dimana diantaranya pertama pemerintah sebagai penyedia
41






layanan artinya bahwa fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pemerintah yang mana orientasinya tertuju pada lingkungan dan masyarakat. Kedua fungsi pengaturan yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan.
Menurut fadli (dalam kozier barnara, 2008) yang menjelaskan bahwa defenisi peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain agar dapat sesuai dengan kedudukan terhadap suatu sistem. Dalam menyeleggarakan pemerintahannya pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat.mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya masyarakat luas.
Adapun secara etimologi, pemerintah dapat dilakukan melalui pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara nya ada kedua hubungan. Sedangkan menurut Hernadi Affandi (2016:46) pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah dibidang legislative, yudikatif dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.
Pemerintah dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan  Negara,  yaitu  lembaga  tinggi  Negara  (MPR,  DPR,





Presiden, MA dan BPK. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwuudnya keseahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





Melihat defenisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggara daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota Dan perangkat daerah lainnya.
Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebiakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewaibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebiakan yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Menurut suhardono (2016:38) menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang dalam menduduki jabatan, adapun peran pemerintah desa adalah:
1. Fasilisator adalah tindakan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan
2. Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan untuk kepentingan bersama.
3. Regulator adalah untuk menyiapkan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan  pembangunan  (menerbitkan  peraturan-





peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertip administrasi pembangunan.
Menurut siagian (2009:143) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam hal proses pembangunan nasional. Sehingga terdapat beberapa peran pemerintah yang menjadi tolak ukur utama yaitu:
1. Pemerintah selaku stabilitator bahwa peran pemerintah selaku stabilitator dalam rangka mewujudkan adanya keseimbangan sosial yang berorentasi pada kestabilan kondisi sosial di masyarakat.
2. Peran pemerintah sebagai inovator, sebagai inovator pemerintah sebagai pelaksana dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan baru dalam hal pembangunan, inovasi baru yang dihasilkan pemerintah baik berupa metode maupun pelaksanaan dengan sistem dan pola perfikir baru untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat. Sehingga situasi dan kondisi yang dihasilkan dari inovasi pemerintah tepat sasaran sehingga peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tetap efektif.
3. Pemerintah sebagai modernisator, dalam hal ini pemerintah berfungsi untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk berfikir maju dan hidup modern, dari sistem diberbagai negara menunjukkan bahwa apabila pemerintah ingin memainkan peran modernisator dilingkup masyarakat luas maka sebelumnya proses





modernisasi harus terlaksana lebih awal dilingkup birokrasi pemerintah itu sendiri.
4. Pemerintah selaku pelopor, artinya bahwa dalam kehidupan bernegara pemerintah harus menjadi pelopor untuk masyarakat, sebagai pelopor utama maka pemerintah harus mampu menjadi panutan utama (role model) untuk semua kalangan masyarakat.
5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri, artinya bahwa pemerintah diharapkan agar menjadi pelaksana yang mampu memainkan peran sebagai pelaksana sendiri diberbagai kegiatan meskipun diharapkan bagi masyarakat petani bahwa terjadinya kemajuan dan kemandirian masyarakat maka makin berkurang pula peranan pemerintah yang secara langsung di tujukan kepada kelompok masyarakat itu sendiri.
Menurut Arif (Muh Nurdin, dkk, 2014:69) peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menadi empat peran yaitu:
1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu untuk menyiapkan arah menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator





Pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi teradi dalam peroses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).
3. Peran pemerintah sebagai fasilisator
Peran pemerintah sebagai fasilisator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
4. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan kemudian bias menadi modal social untuk membangun partisipasi.
Kemudian menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarkat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:
a. Pemerintah sebagai regulator





Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah untuk penerbitan memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
b. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembanguna untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah pemerintahan berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan memalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
c. Pemerintah sebagai fasilisator

Peran pemerintah sebagai fasilisator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilisator, pemerintah bergerak dibidang pendambingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta  dibidang  pendanaan  atau  permodalan  melalui





pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undnag-undang.
Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah meruuk pada otoritas administrasif disuatu daerah yang lebi kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.
Mardikanto & poerwoko soebiato (2017:63) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan. Lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan meruuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabikan lainnya. Didukung agar mampu meningkatkan keseahteraannya secara mandiri. Di tambahkannya mardikanto &





soebiato (2017:159) pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
1. Menyusun instrument pengumpulan data, dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian yang telahdilakukan sebelumnnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemendirian individu, keluarga, dan masyarakat.
3. Mempersiapkan system informasi, mengembangkan system analisis, interventsi, monitoring dan evalusi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
Menurut Edi Suharto (2010:67-68) pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P yaitu:
1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan, melindu masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
4. Penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak teratuh kedalam keadaan dan posisi yang





semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap teradi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan focus public serta dipandang sebagai salah satu langkah yang selaras dalam mengatasi permasalahan social, terlebih lagi mengenai kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan oleh berbagai elemen yang dimulai dari pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.
Pemberdayaan menadi elemen utama yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berkaitan dengan pemberdayaan, pemerintah memiliki peran serta yang dimana perlu dilakukan agar dapat berjalan selaras dengan harapan masyarakat.
B. [bookmark: B._Operasional_Variabel_penelitian]Operasional Variabel penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisa dan memahami serta menghindari kesalah pengertian maka untuk memberikan batasan tentang konsep penelitian sebagai berikut:
1. Peran

Yang dimaksud dengan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain agar dapat sesuai dengan kedudukan terhadap suatu sistem pada kantor desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.





2. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat atau penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tuuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri yaitu kantor desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
3. Peran pemerintah

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tindakan dan kebijakan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewaibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebiakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di kantor Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
4. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwuudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menganalisa dan menghindari kesalah pahaman penggunaan konsep penelitian ini maka penulis perlu mengoprasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, adapun indikator





penelitian ini menurut Suhardono (2016 : 38) penelitian ini adalah sebagaiberikut:
1. Peran pemerintah desa sebagai fasilisator

Sebagai fasilisator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi modal usaha seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
Pada penelitian ini yang dimaksud dengan peran pemerintah dalam fasilisator adalah, pemerintah desa memberikan bantuan modal usaha, dalam menunjang usaha kelompok masyarakat.
a. Adanya bantuan yang diberikan pemerintah desa dalam menunjang usaha kelompok masyarakat
b. Adanya	program	kesehatan	masyarakat	untuk meningkatkan pola hidup sehat.
c. Adanya fasilitas untuk masyarakat berdiskusi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial.
d. Adanya pendampingan pihak desa dalam mengembangkan usaha kelompok
e. Adanya	pelaksanaan	kegiatan	dalam	meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan umkm





2. [bookmark: 2._Peran_pemerintah_sebagai_mobilisator]Peran pemerintah sebagai mobilisator

Sebagai mobilisator pemerintah berperan melalui bimbingan dan pengarahan, agar sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik untuk masyarakatnya.
Pada penelitian ini yang dimaksud peran pemerintah sebagai mobilisator adalah, pemerintah desa memberikan arahan dan penyuluhan kepada masyarakat agar pemberdayaan bisa berjalan dengan baik.
a. Adanya kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan.
b. Adanya penyuluhan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam.
c. Adanya kemampuan dalam melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
d. Adanya pemerintah desa dalam memberikan program penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
e. Adanya pemerintah desa membantu ekonomi desa melalui unit pengelola kegiatan.





3. [bookmark: 3._Peran_pemerintah_sebagai_regulator]Peran pemerintah sebagai regulator

Sebagai regulator kebijakan pemerintah yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pemberdayaan dan peraturan-peraturan.
Pada penelitian ini yang dimaksud peran pemerintah dalam regulator adalah pemerintah desa melaksanakan peraturan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatur kelompok masyarakat yang diberdayakan.
a. Adanya pelaksanakan program yang telah diberikan kepada masyarakat.
b. Adanya kebijakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan seni budaya yang diinginkan oleh masyarakat.
c. Adanya	peraturan	desa	yang	mengatur	tentang pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang.
d. Adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah desa tentang program pemberdayaan masyarakat.
e. Adanya pengetahuan masyarakat terhadap pembinaan kelompok pemberdayaan dilakukan evaluasi.


Untuk mengukur analisis pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang tersebut, maka peneliti menetapkan dengan kategori penilaian sebagaiberikut:





Baik	: Diberi skor 3 Cukup baik : Diberi skor 2 Tidak baik  :Diberi skor 1



[bookmark: BAB_III]BAB III METODE PENELITIAN42

A. [bookmark: A._Lokasi_Penelitian]Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis sebagai lokasi penelitian. Penulis menulis desa pangkalan pinang sebagai obyek penelitian karena desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis memiliki jumlah penduduk yang dimiliki 280 KK atau 1.243 jiwa, dengan jumlah penduduk yang dimiliki sangat diperlukan sosok peran pemerintah desa untuk dapat menjalankan program pemberdayaan yang ada pada desa pangkalan pinang. sehingga program pemberdayaan bias berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Namun pada kenyataannya program pemberdayaan desa pangkalan pinang belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang belum mendapatkan program pemberdayaan masyarakat serta masih terdapatnya peningkatan jumlah masyarakat miskin di desa pangkalan pinang. Dengan demikian penulis menganggap perlu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.




B. [bookmark: B._Populasi_dan_Sampel]Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarikkesimpulan nya. Yang menjadi populasi penelitian adalah kepala desa danseluruh Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa dan masyarakat yang ada Didesa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis. Menurut Sugiyono (2017:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Menurut Pasolong (2014:101), sampel adalah sebagaian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut. Mengingat jumlah populasi dalam ini tidak sedikit, maka sampel diambil dengan Menggunakan 2 teknik yaitu Kepala Desa dan Aparatur Desa beserta Kelompok Masyarakat yang ada pada Desa pangkalan pinang. Untuk Kepala Desa, Aparatur Desa dan lembaga Desa penulis menggunakan metode teknik Sensus Sampling/Sampling Jenuh.
Menurut (Sugiyono, 2017:96), Sensus sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit, sedangkan untuk Kelompok Masyarakat penulis menggunakan teknik Purposive sampling. Menurut pasolong (2016:107) teknik purposive sampling adalah teknik penarikan sample yang digunakan dengan cara sengaja atau merujuk langsung kepada kelompok yang diberdayakan kemudian dari
52




kelomopok tersebut peneliti menentukan 25% yaitu dianggap tepat untuk memberikan respon terhadap keadaan yang diketahuinya berdasarkan dari angket penelitianyangakandiberikanpenilaian.
Untuk lebih jelas populasi dan sample penelitian ini dapat pada tabel III.1 dibawah ini:
[bookmark: Tabel_III.1]Tabel III.1
Keadaan Populasi Dan Sampel Pada Desa pangkalan pinang Kecamatan rupat kabupaten Bengkalis

	No
	Jenis Populasi
	Populasi

(Orang)
	Sampel

(Orang )
	Persentase

	



1
	Perangkat Desa
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Desa
4. Kasi Desa
5. Staf desa
6. Kepala Dusun
	
1
	
1
	
100%

	
	
	1
	1
	100%

	
	
	3
	3
	100%

	
	
	3
	3
	100%

	
	
	3
	3
	100%

	
	
	3
	3
	100%

	


2
	Masyarakat / KK
1. Dusun Gonyeh / KK
2. Dusun Suka Maju / KK
3. Dusun Suka Ramai
/ KK
	
130
	
32
	
25%

	
	
	80
	20
	25%

	
	
	70
	18
	25%

	Jumlah
	280
	70
	


Sumber Data : Kantor Desa pangkalan pinang



C. [bookmark: C._Jenis_Dan_Sumber_Data]Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan di Desapangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengakalis guna mendapatkan informasi yang jelas dan akurat maka yang diperlukan seabagi berikut:
a. [bookmark: a._Data_Primer]Data Primer

Menurut Soewadji (2014:147), data primer adalah data yang diperoleh penelitian langsung dari objek yang diteliti. Dari pengertian di atas,maka Penulis mengambil berupa data yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian yang diperlukan dengan teori yang disampaikan oleh suhardono (2016:38) yaitu : peran pemerintah sebagai fasilisator, peran pemerintah sebagai mobilisator, peran pemerintah sebagai regulator



b. [bookmark: b._Data_Sekunder]Data Sekunder

Menurut Soewadji (2012:147), Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data tersebut diantaranya:
a. Sejarah dan Monografi Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis
b. Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis
c. Struktur Organisasi dan tugas pokok fungsi (Tupoksi) Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis
d. Sarana dan Prasarana Kantor Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengaklis.
D. [bookmark: D._Teknik_Pengumpulan_Data]Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat menjawab, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber- sumber di percaya dan tanggung jawabkan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi yang terdiri dari:
1. Observasi

Menurut sugiyono (2017:165), observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila



dibandingkan dnegan teknik yang lain, yaitu wawancara dan koesioner.
2. Wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono (2017:157), wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari apa laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
3. Kuesioner(Angket)

Menurut Sugiyono (2017:162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan dari responden.



E. [bookmark: E._Analisis_Data]Analisis Data
Pelaksanaan penganalisaan data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan skala linkert. Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016:169) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Menurut Riduwan (2010:12) Skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan gejala sosial secara spesifik, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Setelah data diperoleh, kemudian data dikelompokkan dan dianalisis seterusnya hasil analisis disajikan dalam bentuk diagram pie serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan yang dilakukan dalam setiap indikator penelitian.
Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator



Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang dengan 3 pernyataan. Kategori terhadap setiap indikator ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menghitung skor tertinggi dan terendah, sebagai berikut:
Skor Tertinggi    : 3 x 5 x 70 = 1.050
Skor Terendah    : 1 x 5 x 70 = 350
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu :


𝑖 =

𝐻 − 𝐿


𝐾

Keterangan :

i = interval

H = nilai data tertinggi L = nilai data terendah K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 1.050 − 350 = 700
3	3
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 233



Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:

	Kategori
	Interval Skor

	Baik (B)
	818 – 1.050

	Cukup Baik (CB)
	584 – 817

	Tidak Baik (TB)
	350 – 583


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut :



[bookmark: 350_TB_583_CB_817_B_1.050]350	TB	583	CB	817	B	1.050



2. Pengukuran Variabel Penelitian

Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 76 orang, rencana pertanyaan yang akan diajukan sebanyak 15 pertanyaan. Selanjutnya untuk menentukan kategori penelitian terhadap variabel penelitian, maka ditentukansebagai berikut:


Skor Tertinggi	: 3 x 15 x 70 = 3.150


Skor Terendah	: 1 x 15 x 70 = 1.050



Selanjutnya, untuk menentukan inerval (i) menggunakan rumus yangdikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu :


𝑖 =

𝐻 − 𝐿


𝐾

Keterangan :

i = interval

H = nilai data tertinggi L = nilai data terendah K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠




𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =

3.150 − 1.050
3	=

2.100


3

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 700

Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:


	Kategori
	Interval Skor

	Baik (B
	2.451 – 3.150

	Cukup Baik (CB)
	1.751 – 2.450

	Tidak Baik (TB)
	1.050 – 1.750




Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperolehtentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut :


1.050	TB	1.750	CB	2.450	B	3.150




BAB IV53


GAMBARAN UMUM DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
A. [bookmark: A._Sejarah_Berdirinya_Desa_Pangkalan_Pin]Sejarah Berdirinya Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Desa Pangkalan Pinang merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Pangkalan Nyirih pada tahun 2013 yang merupakan salah satu dari
12 Desa dan 4 Kelurahan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Yang berawal dari keinginan Masyarakat ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan efesien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 menjelaskan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan budaya sosial Masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Desa pangkalan pinang memiliki jumlah penduduk terhitung pada tahun 2022 berjumlah 1.243 jiwa atau 280 keluarga (KK) Jarak Desa Pangkalan Pinang dari pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 60 Kilometer, dan Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak yaitu




210 Kilometer, dan dari pusat pemerintahan provinsi jarak kedesa pangkalan pinang berjarak yaitu 330 Kilometer.
Secara umum Desa Pangkalan pinang memiliki luas wilayah 1.005 Ha dan keadaan alam desa pangkalan pinang adalah hamparan datar. Desa pangkalan pinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan desa hutan Panjang

2. Sebelah Selatan berbatan dengan desa pangkalan nyirih

3. Sebelah timur berbatasan dengan pangkalan nyirih

4. Sebelah barat berbatasan dengan selat morong

Potensi luas wilayah didesa pangakalan pinang masih terdapat beberapa wilayah yang masih belum diolah, terutama untuk lahan pertanian dan Perkebunan, yang masih dapat dikembangkan oleh Masyarakat desa pangkalan pinang Dimana di desa pangkalan pinang dilihat dari tanahnya sangat cocok untuk dikembangkan pertanian satur- sayuran, Perkebunan kelapa sawit dan Perkebunan karet.
Sedangkan dilihat dari iklim didesa pangkalan pinang adalah beriklim tropis, Dimana terdapat musim kemarau dan musim hujan.
B. [bookmark: B._Keadaan_dan_Komposisi_Penduduk_Di_Des]Keadaan dan Komposisi Penduduk Di Desa Pangkalan pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Penduduk didesa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis dilihat dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa penduduk laki-
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laki lebih banyak dari penduduk Perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini
[bookmark: Tabel_IV.1]Tabel IV.1
Jumlah Penduduk di Desa Pangkalan Pinang Berdasarkan Jenis kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-Laki
	648
	52,13%

	2
	Perempuan
	595
	47,87%

	Jumlah
	1.243
	100%


Sumber data : kantor desa pangkalan pinang tahun 2024

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk didesa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis adalah
1.243 orang. Dimana jumlah antara penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk Perempuan adalah 53 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 468 jiwa atau 52,13% dan jumlah penduduk Perempuan 595 jiwa atau 47,87%.
Selanjutnya untuk melihat Tingkat umur atau usia penduduk di Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini.



[bookmark: Tabel_IV.2]Tabel IV.2
Jumlah Penduduk di Desa Pangkalan Pinang Berdasarkan Usia
	No
	Kelompok umur
	Jumlah
	Persentase

	1
	56 tahun ke atas
	51 jiwa
	4,10%

	2
	26 s/d 55 tahun
	430 jiwa
	34,59%

	3
	16 s/d 25 tahun
	345 jiwa
	27,54%

	4
	6 s/d tahun
	305 jiwa
	24,53%

	5
	0 s/d 5 tahun
	112 jiwa
	9,01%

	Jumlah
	1.243 jiwa
	100%


Sumber data : Kantor Desa Pangkalan Pinang Tahun 2024

Dari tabel IV.2 Tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk pada desa pangkalan pinang dilihat dari kelompok umur atau usia, pada umumnya yang terbanyak penduduk berada pada usia produktif dalam arti kata penduduk berada pada usia kerja, yakni berusia antara 26 tahun sampai dengan 55 tahun yang terbanyak dengan jumlah 430 atau sebesar 34,59% dan disusul pada usia 16 tahun sampai 25 dengan jumlah 345 atau 27,54% dan yang berada pada usia sekolah sebanyak 305 atau sebesar 24, 53% dan penduduk dalam usia balita 112 atau sebesar 9,01% dan pada usia 56 ke atas berjumlah 51 atau sebesar 4,10%.
Selanjutnya didesa pangkalan pinang kecamatan rupat, bisa dilihat dari mata pencarian, Sebagian besar Masyarakat bekerja sebagai petani, pengusaha, pedagang guru, peternak, tukang. Untuk lebih jelasnya mata



pencarian atau pekerjaan pokok Masyarakat didesa pangkalan pinang kecamatan rupat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
[bookmark: Tabel_IV.3]Tabel IV.3
Jumlah Penduduk di Desa Pangkalan Pinang Berdasarkan Mata Pencarian
	No
	Mata Pencarian
	Jumlah
	Persentase

	1
	Petani
	516
	81,38%

	2
	Pedagang
	25
	3,94%

	3
	Tukang bangunan
	66
	10,41%

	4
	Guru/honorer
	27
	4,25%

	Jumlah
	634
	100%


Sumber data : kantor desa pangkalan pinang tahun 2024

Dari tabel IV.3 diatas, dapat dilihat bahwa Masyarakat didesa pangkalan pinang kecamatan rupat, Sebagian besar bekerja sebagai petani, yakni berjumlah 516 orang atau sebesar 81,38% yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 25 orang atau sebesar 3,94%, yang bekerja sebagai tukang bangunan berjumlah 66 orang atau sebesar 10,41%, dan bekerja sebagai guru/honorer berjumlah 27 orang atau sebesar 4,25%.
Berdasarkan tabel IV.3 penduduk sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa mata pencarian atau pekerjaan penduduk bersifat heterogen, dengan demikian dapat dikatakan nantinya akan memberikan pengaruh pada sosial ekonomi Masyarakat di desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.



Selanjutnya untuk dapat melaksanakan kewenagan dan tugas- tugas kepala desa yang dilimpahkan dari camat, dipersiapkan personal yang dapat menunjang kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Perangkat desa atau pegawai membantu kegiatan perkantoran dan membantu proses pelayanan yang ada di desa keadaan dan komposisi pegawai pada kantor kepala desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis adalah sebagai berikut:
[bookmark: Tabel_IV.4]Tabel IV.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin di Kantor Desa Pangkalan Pinang
	N0
	Jenis kelamin
	Pemerintah desa
	Persentase

	1
	Laki-laki
	9
	68,28%

	2
	Wanita
	5
	35,71%

	Jumlah
	14
	100%


Sumber data : kantor desa pangkalan pinang tahun 2022

Dari tabel IV.4 diatas terlihat bahwa pria lebih banyak dari Wanita yaitu pria sebanyak 9 orang atau 68,28% dan Wanita sebanyak 5 orang atau 35,71% dengan jumlah keseluruhan adalah 14 orang.
Selanjutnya untuk menunjang aktivitas kantor desa pangkalan pinang harus memiliki pegawai yang mempunyai latar belakang Pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan hal pokok yang mendasar bagi dengan keahlian dan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya. Tingkat Pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang dihasilkan. Berikut tabel tentang Tingkat



Pendidikan pegawai dikantor desa pangkalan pinang adalah sebagai berikut.
[bookmark: Tabel_IV.5]Tabel IV.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dikantor Desa Pangkalan Pinang

	No
	Tingkat pendidikan
	Pemerintah desa
	Persentase

	1
	S1/sederajat
	5
	35,71%

	2
	D3/Sederajat
	5
	35,71%

	3
	SLTA/Sederajat
	4
	28,57%

	Jumlah
	14
	100%


Sumber data : kantor desa pangkalan pinang tahun 2024

Tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa latar belakang Pendidikan para pegawai didesa pangkalan pinang yaitu yang tamatan S1/sederajat 5 orang 35,71%, tamatan D3/sederajat 5 orang 35,37%, tamatan SLTA/Sederajat adalah 4 orang atau 28,57% .
C. [bookmark: C._Struktur_Organisasi_pemerintahan_di_d]Struktur Organisasi pemerintahan di desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.
Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan ditengah-tengah kehidupan Masyarakat di desa pangkalan pinang kecamatan rupat kebupaten bengkalis. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 32 Tahun 2004 ditingkat pemerintah terendah dibentuk desa, Dimana ketentuan ini tercantum dalam peraturan daerah bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa “desa atau dengan sebutan nama lain adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemrintahan,



kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”.
Selanjutnya dalam sistem pemerintahan desa diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yang mana dalam peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 11 tahun 2017 dijelaskan bahwa susunan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan kepala dusun.
Mengenai struktur organisasi pemerintahan desa dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Tabel IV.161

Struktur organisasi pemerintahan
Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis

Kepala Desa
Sekretaris
Kasi pemerintahan
Kasi Kesejahteraan
Kasi pelayanan
Kaur tata usaha dan umum
Kaur keuangan
Kaur perencanaan
Kepala Dusun
Suka Maju
Kepala Dusun
Gonyeh
Kepala Dusun
Suka Ramai

Sumber data : kantor desa pangkalan pinang tahun 2024
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D. [bookmark: D._Rincian_tugas_pokok_dan_fungsi_pada_k]Rincian tugas pokok dan fungsi pada kantor desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten.
1. Kepala desa

Kepala desa sebagai pimpinana pada pemerintahan desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketertiban, melakukan Upaya perlindungan Masyarakat.
administrasi kependudukan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan Pembangunan, seperti Pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan.
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat, partisipasi Masyarakat, sosial budaya Masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
d. Pemberdayaan Masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi Masyarakat dibidang budaya, ekonomi politik lingkungan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
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e. Menjaga hubungan kementrian dengan Lembaga Masyarakat dan Lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, invemtarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
b. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurut, arsip, dan ekspedisi.
c. Melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka Pembangunan melakukan evalusi program serta penyusunan program.
d. Melaksanakan urusan keuagan, seperti pengurusan administrasi keuagan, sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan





Kepala urusan sebagai unsur staf secretariat yang memeliki tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan pendukung pelaksanaaan tugas perintahan mempunyai tugas , sebagai berikut :
a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, surat menyurat, arsip, dan penataan administrasi perangkat desa dan kantor.
b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan, vertifikasi administrasi keuanagan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa dan Lembaga pemerintahan desa.
c. Kepala urusan perencanaan memiliki urusan perencanaan seperti menyususn anggran rencana pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan
4. Kepala seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, bertugas membantu kepala desa sebagai unsur pelaksana tugas oprasional yang mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Kepala seksi mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, Menyusun rencana regulasi desa,





pembinaan ketentraman dan ketertiban, penataan dan pengelolaan wilayah serta pengelolaan profil desa.
b. Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan Pembangunan sarana prasarana pendesaan Pembangunan bidang Pendidikan Kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
c. Kepala seksi pelayanan memiliki kewajiban dan hak Masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya Masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
5. Kepala dusun

Kepala dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas wilayah. Memiliki tugas sebagai berikut :
a. Pembinaan dan ketentraman pelaksanaan dan Upaya perlindungan Masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan Pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran Masyarakat dalam menjaga lingkungannya.





d. Melakukan Upaya pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
E. [bookmark: E._Sarana_dan_Prasarana_di_Desa_pangkala]Sarana dan Prasarana di Desa pangkalan pinang kecamatan rupat kabupaten bengkalis.
Didalam menjalankan tugas dan kegiatan pegawai desa pangkalan pinang telah memperhatikan sarana dan prasarana yang diberikan untuk menunjang proses pelaksanaan pelayanan dengan maksimal.
Sarana dan prasarana yaitu peralatan atau barang barang yang digunakan sebagai perlengkapan kerja yang menunjang kelancaran suatu pekerjaan bagi desa pangkalan pinang maupun bagi pegawainya.
[bookmark: Tabel_IV.6]Tabel IV.6
Prasarana Kantor Desa Pangkalan Pinang

	No
	Prasarana Yang
Tersedia
	Jumlah
	Baik
	Rusak

	1.
	Gedung Kantor Desa
	1
	1
	-

	2.
	Gedung PKK
	1
	1
	-

	3.
	Halaman Parkir
	1
	1
	-

	4.
	Gudang
	1
	1
	-


Sumber Data : Kantor Desa Pangkalan Pinang Tahun 2024



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana yang ada dikantor desa pangkalan pinang masih snagat baik untuk digunakan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.





[bookmark: Tabel_IV.7]Tabel IV.7
Sarana Kantor Desa Pangkalan Pinang

	No
	Sarana Yang Tersedia
	Jumlah
	Baik
	Rusak

	1.
	Printer
	3
	3
	-

	2.
	Mesin Tik
	3
	2
	1

	3.
	Komputer
	2
	2
	-

	4.
	Televise
	1
	-
	-

	5.
	Kulkas
	1
	1
	-

	6.
	Dispenser
	1
	1
	-

	7.
	Kipas Angin
	5
	4
	1

	8.
	Penyejuk Udara (AC)
	2
	2
	-

	9.
	CCTV
	2
	2
	1

	10.
	Lemari Arsip
	5
	5
	-

	11.
	Meja
	10
	10
	-

	12.
	Kursi
	20
	20
	-

	13.
	Map
	10
	10
	-

	14.
	Stampel
	3
	3
	-


Sumber Data : Kantor Pangkalan Pinang Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana kantor desa pangkalan pinang masih memadai untuk dipakai oleh para pegawai yang sedang bekerja. Adapun sedikit sarana yang rusak tetapi tidak menganggu pelayanan yang ada dikantor desa pangkalan pinang.





BAB V67

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
A. [bookmark: A._Identitas_Responden]Identitas Responden

Penulis akan menyajian data-data yang penulis dapatkan selama berada dilapangan melalui penyebaran angket atau kuisioner. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Pinang yang terdiri dari sebuah angket untuk responden perangkat Desa yang berjumlah 14 orang dan angket untuk kelompok masyarakat atau berjumlah 56 orang. Angket yang disebarkan sesuai dengan rencana penelitian guna memperoleh gambaran dan informasi terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Pangkalan Pinang.
Peran pemerintah yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mengurangi angka pengangguran yang ada pada Desa Pangkalan Pinang. Pemerintah yang baik tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerintahan saja, melainkan dari sudut pandang masyarakat yang menerima dan merasakan dampak dari peran pemerintah tersebut.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 70 orang yang terdiri dari 14 orang perangkat Desa Pangkalan Pinang dan 56 orang kelompok masyarakat. Penulis sudah mengelompokkan setiap responden berdasarkan  jenis  kelamin,  umur  dan  tingkat  pendidikan.  Untuk






mengetahui lebih jelas data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:


1. [bookmark: 1._Identitas_Responden_Berdasarkan_jenis]Identitas Responden Berdasarkan jenis kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tebel V.1 dibawah ini:
[bookmark: Tabel_V.1]Tabel V.1
Identitas Respoden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No.
	Jenis
kelamin
	Aparatur
Desa
	Masyarakat
	Jumlah
	Persentase
(%)

	1.
	Laki-laki
	9
	23
	32
	46

	2.
	Perempuan
	5
	33
	38
	54

	Jumlah
	14
	56
	70
	100


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan 2025

Berdasarkan table V.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 32 orang yang terdiri dari aparatur desa 9 orang dan masyarakat 23 orang dengan persentase 46%. Sedangkan perempuan berjumlah 38 orang yang terdiri dari aparatur desa 5 orang dan masyarakat 33 orang dengan persentase 54%.
2. [bookmark: 2._Identitas_Responden_Berdasarkan_Umur]Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam menghadapi dan menyikapi berbagai persoalan ditengah kehidupan masyarakat. Meskipun tidak seutuhnya benar bahwa usia memberikan dampak pada hasil apa yang dikerjakan, namun faktor usia sering kali dijadikan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas. Kemudian dalam
68






kehidupan bermasyarakat kematangan dalam mengambil tindakan juga dipengaruhi oleh.
Kecenderungan yang terjadi banyak masalah dalam bermasyarakat disebabkan oleh cara pandang dan penilaian yang melibatkan usia. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tebel V.2 dibawah ini:
[bookmark: Tabel_V.2]Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Umur
	No.
	Umur
	Responden
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	
	
	Perangkat
Desa
	Kelompok Masyarakat
	
	

	1.
	16-25
	3
	16
	19
	27

	2.
	26-55
	11
	30
	41
	59

	3.
	>56
	-
	10
	10
	14

	Jumlah
	14
	56
	70
	100


Sumber Data : Hasil Olahan Data Lapagan Tahun 2025

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki umur 16-25 tahun berjumlah 19 orang yang terdiri dari 3 perangkat Desa dan 16 masyarakat dengan persentase 27%, responden yang memiliki umur 26-55 tahun berjumlah 41 orang yang terdiri dari 11 perangkat Desa dan 30 masyarakat dengan persentase 59%, selanjutnya responden yang memiliki umur >56 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 14%.
3. [bookmark: 3._Identitas_Responden_Berdasarkan_Tingk]Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimilki oleh seseorang. latar belakang pendidikan juga menjadi penilian bagaimana peran pemerintah terhadap kemajuan Desa Pangkal





Pinang. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini:
[bookmark: Tabel_V.3]Tabel V.3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Perangkat Desa
	Masyarakat
	Jumlah
	Persentase (%)

	1.
	SD
	-
	23
	23
	33

	2.
	SMP
	-
	3
	3
	5

	3.
	SMA
	4
	23
	27
	39

	4.
	D3
	5
	1
	6
	8

	5.
	S1
	5
	6
	11
	15

	Jumlah
	14
	56
	70
	100


Sumber Data : Hasil Olahan Lapangan 2025
Berdasarkan tabel V.3 tersebut, responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 23 orang dengan persentase 33%, tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 3 orang dengan persentase 5%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 27 orang dengan persentase 39%, tingkat pendidikan D3 berjumlah 6 orang dengan persentase 8% dan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 11 orang dengan persentase 15%.
Jumlah responden terbanyak berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 27 orang dengan persentase 39% dan jumlah responden paling sedikit berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 3 orang dengan persentase 5%.
B. [bookmark: B._Analisis_Peran_Pemerintah_Dalam_Pembe]Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Di	Desa	Pangkalan	Pinang	Kecamatan	Rupat	Kabupaten Bengkalis





Salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah Desa Pangkalan Pinang yaitu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Desa Pangkalan Pinang merupakan salah satu wilayah harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Dimana mayoritas masyarakat Desa Pangkalan Pinang memiliki mata pencarian sebagai petani dan pedagang.
Masyarakat setempat sangat bergantung pada sumber daya alam dengan kondisi ekonomi yang masih rendah, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang. Penulis menggunakan teori menurut Suhardono (2016:38) terdapat 3 indikator penilaian Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang terdiri dari 5 sub indikator, maka total dari 3 indikator tersebut berjumlah 15 sub indikator.
1. [bookmark: 1._Peran_Pemerintah_Desa_Sebagai_Fasilis]Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilisator

Pemerintah sebagai fasilisator harus berusaha menciptakan suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi modal usaha seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan. Yang dimaksud peran pemerintah sebagai fasilisator adalah, pemerintah desa memberikan bantuan modal usaha, dalam menunjang usaha kelompok masyarakat. Berikut ini penjelasan tentang sub indikator pertama yaitu:





a. Adanya bantuan yang diberikan pemerintah desa dalam menunjang usaha kelompok masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan agar masyarakat dapat meningkatkan usaha kelompok masyarakat.
b. Adanya program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat. Dalam hal ini pemerintah menyediakan program kesehatan masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan pola hidup sehat.
c. Adanya fasilitas untuk masyarakat berdiskusi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Dalam hal ini pemerintah menyediakan tempat untuk berdiskusi agar masyarakat dapat bekerja sama.
d. Adanya pendampingan pihak desa dalam mengembangkan usaha kelompok. Dalam hal ini pemerintah mendampigi masyarakat dalam mengembangkan usaha kelompok agar kegiatan dapat berjalan dengan optimal.
e. Adanya pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan umkm. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan umkm agar masyarakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Pemerintah Sebagai Fasilisator dapat dilihat pada tabel V.4 dibawah ini:





[bookmark: Tabel_V.4]Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Peran Pemerintah Sebagai Fasilisator
	
No.
	
Sub indikator
	Kategori tanggapan
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	

1.
	Bantuan yang dberikan pemerintah desa dalam menunjang usaha
kelompok masyarakat
	Frek
	19
	30
	21
	70

	
	
	
Skor
	
57
	
60
	
21
	
138

	
2.
	Program kesehatan masyarakat berdiskusi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial.
	Frek
	18
	44
	8
	70

	
	
	
Skor
	
54
	
88
	
8
	
150

	
3.
	Fasilitas untuk masyarakat berdiskusi dan bekerja sama dalam
kegiatan sosial
	Frek
	29
	30
	11
	70

	
	
	
Skor
	
87
	
60
	
11
	
158

	
4.
	Pendampingan pihak desa dalam mengembangkan usaha kelompok.
	Frek
	24
	42
	4
	70

	
	
	Skor
	72
	84
	4
	160

	

5.
	Pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui pelatihan umkm.
	Frek
	19
	25
	26
	70

	
	
	
Skor
	
57
	
50
	
26
	
133

	
Jumlah
	Frek
	109
	171
	70
	350

	
	%
	31%
	49%
	20%
	100%

	
	Skor
	327
	342
	70
	739


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.4 tersebut dapat diketahui bahwa, sub indikator pertama memperoleh skor 138, sub indikator kedua memperoleh skor 150, sub indikator ketiga memperoleh skor 158, sub indikator keempat memperoleh skor 160 dan sub indikator kelima





memperoleh skor 133, maka total skor untuk indicator Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah 739. Untuk mengetahui presentase frekuensi terkait jawaban dari 70 responden tentang indikator Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dapat dilihat pada diagram V.1 dibawah ini:
Diagram V.1
Persentase Frekuensi Responden Tentang Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
20%
32%
49%
Baik
Cukup Baik Tidak Baik

Sumber data: Olahan Data Tahun 2025

Berdasarkan tanggapan Responden tentang indikator Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator pada Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang, untuk jumlah kategori penilaian Baik memperoleh skor 327 dengan Persentase 32%, kategori penilaian Cukup Baik memperoleh skor 342 dengan persentase 49% dan kategori penilaian Tidak Baik memperoleh skor 70 dengan persentase 20%. Adapun total skor yang diperoleh dari 70 responden untuk indikator Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilisator dapat dilihat pada garis kontinum dibawah ini:





739




[bookmark: 350____TB_584_CB_817_B_1.050]350    TB	584	CB	817	B	1.050

70,38%
[bookmark: 33,33%_TB_55,52%_CB_77,80%_B_100%]33,33%	TB	55,52%	CB	77,80%	B	100%

Berdasarkan garis kontinum diatas, dapat dilihat tanggapan dari

70 respon tentang Peran Pemerintah Sebagai Fasilisator memperoleh total skor 739 dengan kategori penilaian Cukup Baik berada pada rentang skor 584-817 dengan persentase 70,38%.
2. [bookmark: 2._Peran_Pemerintah_Desa_Sebagai_Mobilis]Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator
Peran pemerintah sebagai mobilisator yaitu pemerintah desa memberikan arahan dan penyuluhan kepada masyarakat agar pemberdayaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ini penjelasan tentang sub indikator kedua yaitu:
a. 	Adanya kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan. Dalam hal ini pemerintah desa pangkalan pinang melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan.
b. Adanya penyuluhan masyarakat untuk mengola sumber daya alam.

Dalam hal ini dilihat dengan cara pemerintah desa pangkalan pinang





melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia.
c. Adanya kemampuan dalam melaksanakan pembinaan untuk meningkat kan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
d. Adanya pemerintah desa dalam memberikan program penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini pemerintah desa pangkalan pinang melakukan penyuluhan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.
e. Adanya pemerintah desa membantu ekonomi desa melalui unit pengelola kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa pangkalan pinang membantu ekonomi masyarakat melalui unit kegiatan.
Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Pinang untuk indikator Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini:





[bookmark: Tabel_V.5]Tabel V.5
Tanggapan Responden Terhadap Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator
	
No.
	
Sub indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	

1.
	Kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan keterampilan.
	Frek
	11
	53
	6
	70

	
	
	
Skor
	

33
	

106
	
6
	
145

	
2.
	Penyuluhan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam.
	Frek
	19
	32
	19
	70

	
	
	Skor
	57
	64
	19
	140

	

3.
	Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial.
	Frek
	29
	30
	11
	70

	
	
	
Skor
	
87
	
60
	
11
	
158

	4.
	Pemerintah desa dalam memberikan desa dalam memberikan program penyuluhan
kesehatan kepada masyarakat.
	Frek
	19
	39
	12
	70

	
	
	

Skor
	

57
	

78
	

12
	

147

	5
	Pemerintah desa membantu ekonomi
desa melalui unit pengelola kegiatan.
	Frek
	20
	37
	13
	70

	
	
	Skor
	60
	74
	13
	147

	Jumlah
	Frek
	98
	191
	61
	350

	
	%
	28
	54
	17
	100

	
	Skor
	294
	382
	61
	735


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025





Berdasarkan tabel V.5 tersebut, dapat diketahui bahwa sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 145, sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 140, sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 158, sub indikator keempat memperoleh skor sebanyak 147 dan sub indikator kelima memperoleh skor sebanyak 147, maka total skor untuk indikator Pemerintah Sebagai Mobilisator adalah 737. Untuk mengetahui presentase frekuensi terkait jawaban responden tentang indikator Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator dapat dilihat pada diagram V.2 dibawah ini:Diagram V.2
Persentase Frekuensi Responden Tentang Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator
17%
28%
Baik
Cukup Baik Tidak Baik
54%



















Sumber Data: Olahan Data Tahun 2025

Berdasarkan tanggapan responden tentang indikator Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator untuk kategori penilaian Baik memperoleh skor 294 dengan persentase 28%, kategori penilaian Cukup Baik memperoleh skor 382 dengan persentase 54% dan kategori Tidak Baik





memperoleh skor 61 dengan persentase 17%. Adapun total skor yang diperoleh dari 70 responden untuk indikator Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:
737

[bookmark: 350_TB_584_CB_817_B_1.050]350	TB	584	CB	817	B	1.050

70,19%

[bookmark: 33,33%__TB_55,52%___CB_77,80%___B_100%]33,33%  TB	55,52%   CB	77,80%   B	100%

Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan dari 70 responden tentang Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator, memperoleh total skor 737 dengan kategori penilaian Cukup Baik berada pada interval 584-817 dengan persentase 70,19%.
3. [bookmark: 3._Peran_Pemerintah_Desa_Sebagai_Regulat]Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pemberdayaan dan peraturan-peraturan. Pada penelitian ini yang dimaksud peran pemerintah sebagai regulator adalah Pemerintah Desa melaksanakan peraturan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatur kelompok masyarakat yang diberdayakan. Berikut ini penjelasan tentang sub indikator ketiga yaitu:
a. Adanya  pelaksanakan  program  yang  telah  diberikan  kepada





masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan program yang telah diberikan kepada masyarakat.
b. Adanya kebijakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan seni budaya yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menyediakan kebijakan dalam bentuk seni budaya.
c. Adanya peraturan desa yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang. Dalam hal ini pemerintah membuat peraturan desa yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat.
d. Adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah desa tentang program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengadakan sosialisasi tentang program pemberdayaan masyarakat.
e. Adanya pengetahuan masyarakat terhadap pembinaan kelompok pemberdayaan dilakukan evaluasi. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap pembinaan pemberdayaan.
Untuk mengetahui tanggapan dari 70 responden tentang indikator Peran Pemerintah Sebagai Regulator dapat dilihat pada tabel
V.6 berikut ini:





[bookmark: Tabel_V.6]Tabel V.6
Tanggapan Responden Terhadap Peran Pemerintah Sebagai Regulator
	
No.
	
Sub indikator
	Kategori tanggapan
	
Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	
1
	Adanya pelaksanaan program yang telah diberikan kepada
masyarakat.
	Frek
	27
	26
	17
	70

	
	
	skor
	81
	52
	17
	150

	

2
	Adanya kebijakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan seni budaya yang di inginkan masyarakat.
	Frek
	19
	43
	8
	70

	
	
	
Skor
	
57
	
86
	
8
	
151

	
3
	Adanya peraturan desa yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa pangkalan pinang.
	Frek
	27
	37
	6
	70

	
	
	
Skor
	
81
	
74
	
6
	
161

	4
	Adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah desa tentang program pemberdayaan masyarakat.
	Frek
	10
	51
	9
	70

	
	
	
Skor
	
30
	
102
	
9
	
141

	5
	Adanya pengetahuan masyarakat terhadap pembinaan kelompok pemberdayaan
dilakukan evaluasi.
	Frek
	11
	46
	13
	70

	
	
	

Skor
	
33
	
92
	
13
	
138

	
Jumlah
	Frek
	94
	203
	53
	350

	
	%
	27
	58
	15
	100

	
	Skor
	282
	406
	53
	741


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel V.6 dapat diketahui bahwa, dari 5 sub indikator tersebut, untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 150, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 151, untuk sub indikator yang ketiga memperoleh skor sebanyak 161,





untuk sub indikator keempat memperoleh skor sebanyak 141 dan untuk sub indikator ke lima memperoleh	skor sebanyak 138, maka total untuk indikator Pemerintah Sebagai Regulator adalah 741. Untuk mengetahui persentase frekuensi responden tentang Peran Pemerintah Sebagai Regulator dapat dilihat pada diagram V.3 dibawah ini:
Diagaram V.3
Persentase Frekuensi Responden Tentang Peran Pemerintah Sebagai Regulator
15%
27%
Baik
Cukup Baik
58%
Tidak Baik

Sumber Data: Olahan Tahun 2025

Berdasarkan diagram V.3 diatas dapat diketahui, bahwa total persentase frekuensi tentang indikator Peran Pemerintah Sebagai Regulator untuk kategori penilaian Baik memperoleh skor 282 dengan persentase 27%, Cukup Baik memperoleh skor 406 dengan persentase 58% dan Tidak Baik memperoleh skor 53 dengan persentase 15%. Adapun total skor yang diperoleh dari 70 responden untuk indikator Peran Pemerintah Sebagai Regulator adalah 741 dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:





741

[bookmark: 350_TB_584_CB_817_B_1.050_(1)]350	TB	584	CB	817	B	1.050

70,57%

[bookmark: 33,33%_TB_55,52%_CB_77,80%_B_100%_(1)]33,33%	TB	55,52%	CB	77,80%	B	100%

Berdasarkan garis kontinum diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan dari 70 orang responden tentang indikator peran Pemerintah sebagai Regulator berada pada kategori penilaian Cukup Baik dengan total skor 741 berada pada interval 384-817 dengan persentase 70,57%.
Berikut ini hasil Rekapitulasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel V.7 dibawah ini:
Tabel V.7
Rekapitulasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten
Bengkalis
	No
	Indikator
	Kategori tanggapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilisator
	Frek
	109
	171
	70
	350

	
	
	Skor
	327
	342
	70
	739

	2.
	Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator
	Frek
	98
	191
	61
	350

	
	
	Skor
	294
	382
	61
	737

	3.
	Peran Pemerintah Sebagai Regulator
	Frek
	94
	203
	53
	350

	
	
	Skor
	282
	406
	53
	741

	
Jumlah
	Frek
	301
	565
	184
	1.050

	
	Skor
	903
	1.130
	184
	2.217

	
	%
	41
	51
	8
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025





Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa, hasil rekapitulasi tanggapan dari 70 responden tentang Peran Pemerintah Dalam	Pemberdayaan	Masyarakat	Di	Desa	Pangkalan	Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Untuk indikator pertama yaitu Peran Pemerintah Sebagai Fasilisator memperoleh skor 739, kedua Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator memperoleh skor 737 dan ketiga Peran Pemerintah Sebagai Regulator memperoleh skor 741, maka total rekapitulasi	tanggapan		dari	70		respondenadalah		2.217.
Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Diagram V.4 dibawah ini:Diagram V.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
8%
41%
51%
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik



















Sumber Data: Olahan Data Tahun 2025





Berdasarkan diagram diatas tanggapan dari 70 Responden tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis untuk kategori penilaian Cukup Baik memperoleh 51%, kategori penilaian Baik memperoleh 41% dan kategori penilaian Tidak Baik memperoleh 39%.
Untuk mengetahui lebih jelas total skor yang diperoleh dari 70 responden tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada garis kontinum dibawah ini:


2.217

[bookmark: 1.150_TB_1.751_CB_2.450_B_3.150]1.150	TB	1.751	CB	2.450	B	3.150
70,38%

[bookmark: 36,50%_TB_55,56%_CB_77,78%_B_100%]36,50%	TB	55,56%	CB	77,78%	B	100%

Berdasarkan garis kontinum diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan dari 70 responden tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memperoleh skor 2.217 dengan kategori penilaian Cukup Baik berada interval 1.751–2.450 dengan persentase





70,38%.

C. [bookmark: C._Faktor_Pendukung_dan_Faktor_Penghamba]Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dimana terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Berikut.
1. [bookmark: 1._Faktor_Pendukung]Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Pemerintah Dalam Pembedayaan Masyarakat yang ada pada Desa Pangkalan pinang Penulis menemukan faktor pendukung antara lain:
a. Terlaksananya Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator, disertai dengan peraturan desa yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat Di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Pemerintah desa memiliki peran sebagai pengatur atau pembuat kebijakan dalam mengatur pemberdayaan masyarakat melalui peraturan desa, dan pemerintah desa menetapkan aturan resmi yang bertujuan untuk mendorong, mengatur, dan mengarahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Dan juga disertai dengan kebijakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan seni budaya yang diinginkan masyarakat desa





Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Pemerintah desa mengatur dan mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya, dan pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Sehingga hasilnya mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat.
b. Terlaksananya Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator, disertai dengan pendampingan dari pihak desa dalam mengembangkan kelompok usaha masyarakat Di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Pemerintah desa telah membuat peraturan dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang mendukung kegiatan Di desa, tidak hanya membuat aturan pemerintah juga terlibat langsung dalam mendampigi atau membantu masyarakat.
Dan juga disertai dengan dukungan fasilitas untuk masyarakat berdiskusi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial Di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Pemerintah desa ikut mendukung dengan menyediakan tempat atau balai desa, tempat pertemuan resmi masyarakat untuk musyawarah dalam kegiatan sosial, yang disediakan agar masyarakat dalam berkumpul dan bertukar pikiran.





1. [bookmark: 1._Faktor_Penghambat]Faktor Penghambat

Adapaun faktor penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu:
a. Belum terlaksananya Peran Pemerintah Desa sebagai mobisilator dalam penyuluhan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Hal ini dibuktikan kurangnya sistem pelatihan dan penyuluhan sehingga penyuluhan yang seharusnya menjadi sarana dan pemberdayaan tidak berjalan secara efektif dan juga masyarakat mengalami kesulitan memahami penting nya pelestarian lingkungan dan tata kekola sumber daya alam yang benar.
Dan juga belum terlaksananya kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan Di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dibuktikan masyarakat yang masih menghadapi kendala ekonomi yang membatasi mereka untuk mengikuti program peningkatan kapasitas, dan kurangnya informasi mengenai peluang pelatihan menjadi penghalang sehingga kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan belum berjalan dengan baik.
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A. [bookmark: A._Kesimpulan]Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai analisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan hasil dari penelitian dan memberikan saran dengan temuan penelitian.
1. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis melibatkan 70 responden yang terdiri atas Perangkat Desa Dan Masyarakat. Teori yang digunakan adalah menurut Suhardono (2016:38) dengan indikator yaitu: peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai mobilisator, peran pemerintah sebagai regulator. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh skor total sebesar 2.217 dengan persentase 70.38%. setelah dipetakan kedalam garis kontinum dengan interval 1.750-2.450 dan berada pada ketegori Cukup Baik.






2. Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis antara lain adanya peran pemerintah sebagai regulator, Dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, Sedangkan penghambat peran pemerintah desa sebagai mobilisator.


B. [bookmark: B._Saran]Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka untuk bermanfaatnya tulisan ini, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam rangka terwujudnya peningkatan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengaklis yaitu :
a. Disarankan kepada Pemerintah Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Agar pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga mampu menjadi penggerak utama yang aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan cara masyarakat tidak merusak lingungan sekitar, dan pemerintah desa bias memberikan arahan melalui edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat desa  pangkalan  pinang. Agar  mampu  membangun
91






kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya alam.
b. Disarankan kepada Pemerintah Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Agar bisa meningkatkan pengetahuan keterampilan melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat seperti karang taruna, kelompok tani, kelompok pkk, kelompok ternak, kelompok posyandu, dan kelompok seni tari dan alat musik. Yang dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi dan membangun semangat dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan, seperti membuat keterampilan kerajinan tangan dari kertas dan juga kerajinan dari kain melalui kegiatan dari kelompok pkk.
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